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ABSTRACT 

 

Before PP (Government Regulation) No. 54/2007 on the Implementation of Child 

Adoption was in effect, a Notary played his role in drawing up Child Adoption 

Certificate. At that time, child adoption was legal when there was a Notarial 

Deed. The reasearch shows after PP No. 54/2007 An Adoption Certificate which 

was made by a Notary before PP No. 54/2007 was in effect is valid and it is final 

and conclusive for those who made it before a Notary. This is in accordance with 

the transitional provision which states that by the time this PP is in effect all 

regulations on adoption are valid as far as they are not contrary to the PP. The 

role of a Notary in drawing up Adoption Certificate after PP No. 54/2007 is in 

effect is providing counseling and consultation for those who are involved in child 

adoption in order that people get information and understand the requirements 

and   procedure of child adoption. A Notary should refer to legal provisions which 

are related to the making of the law. 
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I. PENDAHULUAN 

Lahirnya seorang anak dalam sebuah keluarga sangat ditunggu, rasanya 

kurang lengkap sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam 

kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang 

menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri. Dalam keadaan 

demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu 

tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. 

Kecemasan tersebut selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua 

pihak, suami isteri.  

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara 

natural maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain, selanjutnya 

anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak 

yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut, namun dalam setiap perkawinan 

tidak selamanya dikaruniai keturunan, dikarenakan oleh suatu sebab, maka dari itu 

bagi pasangan yang ingin mempunyai anak namun tidak bisa melahirkan 
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keturunan masih bisa memiliki anak dengan cara mengadopsi atau mengangkat 

anak. Anak yang akan diangkat nantinya disebut sebagai anak angkat.1 

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan 

perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari 

perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, 

yaitu anak. Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan 

anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan 

dilakukan menurut adat setempat agar sah, jadi orang tua kandung sudah lepas 

tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang 

mengangkatnya. Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya 

pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. 

Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973 

\DQJ� PHQ\DWDNDQ� EDKZD� ³XQWXN� PHQJHWDKXL� NHDEVDKDQ� VHRUDQJ� DQDN� DQJNDW�

tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak 

dalam kehidupan keluarga orang tXD�DQJNDW�´2  

Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa 

³WDQSD�XSDFDUD�DGDW�WLGDN�VDK�SHQJDQJNDWDQ�DQDN�PHVNLSXQ�VHMDN�NHFLO�GLSHOLKDUD�

serta dikawinkan orang yaQJ� EHUVDQJNXWDQ�´3 Kedudukan anak sebagai subjek 

hukum, ditentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok 

masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau 

di bawah umur. 

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak, maka 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

3HODNVDQDDQ� 3HQJDQJNDWDQ� $QDN�� 3HQJDQJNDWDQ� DQDN� DGDODK� ³VXDWX� SHUEXDWDQ�

hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali 

                                                           
1 B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat 

Hukumnya Di Kemudian Hari, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), halaman. 39 

2 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973 
3 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975 
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yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan 

PHPEHVDUNDQ�DQDN�WHUVHEXW��NH�GDODP�OLQJNXQJDQ�NHOXDUJD�DQDN�DQJNDW�´� 

Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak sebelum berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

$QDN�� GLODNVDQDNDQ� EHUGDVDUNDQ� SDGD� KXNXP� DGDW�� KXNXP� V\DUL¶DK�� GDQ� MXJD�

berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, namun 

sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak harus dilaksanakan 

melalui putusan atau penetapan pengadilan. 4  

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka sangat diperlukan 

putusan atau penetapan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian 

hukum bagi anak. 

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian 

akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut 

pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris.5 Peraturan ini 

berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga pengangkatan anak 

diluar peraturan ini tidak dibenarkan.6 Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga 

upaya menampakan peranan notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun 

peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam 

hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui 

pengesahan pengadilan.7  

                                                           
4 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak  
5 Pasal 10 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak 
6 Pasal 6 Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak 
7 Pasal 13 Huruf I, J Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
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Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tentunya akan menimbulkan masalah baru 

didalam masyarakat mengenai kekuatan hukum akta adopsi yang mereka buat 

sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah ini, selain itu timbul polemik di 

dalam masyarakat mengenai kepastian hukum atas akta adopsi yang sudah mereka 

buat, sehingga akan membuat masyarakat menjadi bingung dan resah mengenai 

status anak angkat mereka. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi 

MXGXO�³Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat 

Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

�����7HQWDQJ�3HODNVDQDDQ�3HQJDQJNDWDQ�$QDN�´ 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan 

aturan hukum positif Indonesia? 

2. Bagaimana kekuatan hukum atas akta-akta pengangkatan anak yang dibuat 

dihadapan notaris sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?  

3. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak 

sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak? 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulian tesis ini adalah metode 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara 

meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif atau norma hukum, yaitu dengan 

mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.8 Dari sudut tujuannya, 

penelitian hukum kepustakaan memaparkan mengenai kekuatan hukum akta 

                                                           
8 Ibid., halaman. 12 
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adopsi yang dibuat dihadapan notaris sesudah berlakunya peraturan pemerintah 

tentang pelaksanaan pengangkatan anak. 

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan 

kompeherensif. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah menggambarkan 

secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.9 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang 

dengan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

analitis, dan pendekatan kasus.10 Pendekatan undang-undang (statute approach) 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan 

adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.11 Pada dasarnya 

tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah 

hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.12 Pendekatan kasus adalah 

(case approach) adalah mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah 

diputus oleh pengadilan terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus didalam 

objek penelitian yang sedang di teliti.13 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang 

bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi 

serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya 

                                                           
9 Koentjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka, 1997), halaman. 42 

10 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Pertama, 
(Malang: Bayu Media, 2005), halaman. 248 

11
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 

halaman. 93 
12 Jhonny Ibrahim, Op. Cit., halaman. 257  

13 Ibid., halaman. 268  
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ilmiah lainnya.14 Data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri 

dari: 

a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Undang-

Undang Dasar 1945, Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung 

penelitian ini.  

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang 

relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran-

koran hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang 

berkaitan dengan materi yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-

konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus berbagai bahasa, kamus-kamus hukum, 

ensklopedia dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

(library reseacrh) dan juga dengan melakukan wawancara langsung sebagai data 

pendukung, dimana wawancara dilakukan dengan informan yakni dengan notaris 

dan hakim, dan juga responden lain yang mendukung peneilitian ini. Studi 

kepustakaan (library reseacrh) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data 

dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan 

dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan 

permasalahan penelitian.  

5. Analisis Data 

 Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat 

dilakukan  dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian 

                                                           
14 Ibid., halaman. 192 



DEASY EVI PHANI TOGATOROP | 7 

konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-

kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.15 Data yang 

telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, 

yaitu: 

a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pengangkatan anak. 

b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya 

melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang 

dikaji di dalam penelitian. 

c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk 

menemukan kaiedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan 

hukum tersebut. 

d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan 

menggunakan teori sebagai pisau analisis. 

 Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan 

menggunakan logika berfikir deduktif. Logika berfikir deduktif adalah cara 

berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Logika berfikir deduktif dilakukan 

dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan 

konsep, asas dan kaidah yang terkait lalu ditarik kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penulisan yang dirumuskan.16 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Aturan Aturan 

Hukum Positif Indonesia 

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian dari hukum 

perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan 

berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-

beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), halaman. 225 
16 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), halaman. 

48 
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walaupun masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam 

undang-undang tersendiri. Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa 

pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk 

penetapan pengadilan.17  

Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka 

seharusnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan 

tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan 

anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak 

di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi 

orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan 

tersebut, telah berkembang baik di lingkungan pengadilan negeri maupun 

pengadilan agama bagi umat muslim. 

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula di 

kemudian hari. Sesuai dengan pernyataan di atas, seorang anak yang diangkat oleh 

orang tua angkat apabila dalam proses pengangkatan anak tidak melalui proses 

penetapan pengadilan maka anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum 

dan akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari. 

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua angkat kepada anak angkat 

tersebut, perlu adanya bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 

melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. 

Kegiatan dimaksudkan agar orang tua dapat memahami tentang pelaksanaan 

pengangkatan anak, mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, 

dapat mengatasi permasalahan dalam pengangkatan anak, dan membantu 

kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. 

Akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak yang dalam hal 

tidak sesuai aturan hukum posiitif adalah sebagai berikut: 

1. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Staatsblad 1917 Nomor 

129 adalah tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan 

negeri setempat  

                                                           
17

 Ibid., halaman. 87  
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2. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata adalah tidak ada, dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tidak mengenal pengangkatan anak.  

3. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai hukum adat adalah 

pengangkatan anak tersebut tidak sah dan diakui secara adat, selain itu 

terhadap pengangkatan anak tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada 

pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat.  

4. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak sah dan dapat dimintakan 

pembatalan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat. 

5. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak adalah adalah tidak sah dan dapat 

dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama 

setempat. 

6. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sesuai Kompilasi Hukum Islam 

adalah tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan agama 

setempat. 

Permohonan pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa 

sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan. Alasan pembatalan 

pengangkatan anak diantaranya satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban 

sesuai dengan fungsinya, atau berbuat buruk sekali dan sangat melupakan 

kewajibannya, atau melanggar ketentuan hukum positif yang mengatur tentang 

pengangkatan anak. Pembatalan harus dilaksanakan dengan maksud untuk 

melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya 

atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, dan karena adanya perbuatan 

yang dirasa melawan hukum maka pihak yang dirugikan menginginkan 

pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu 



DEASY EVI PHANI TOGATOROP | 10 

penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri tersebut untuk diadakan 

pembatalan.18 

B. Kekuatan Hukum Atas Akta-Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat 

Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 

Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak,19 dimana diperlukan adanya 

kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan 

anak angkat. Staatsblad Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan 

EDKZD�³XQWXN�SHQJDQJNDWDQ�DQDN�KDUXV� DGD�NDWD� VHSDNDW�GDUL�RUDQJ�DWDX�RUDQJ-

RUDQJ�\DQJ�PHODNXNDQQ\D�´
20 Pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 129 

Tentang Pengangkatan Anak pada asasnya hanya memberikan kesempatan 

pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristeri atau pernah beristeri dan 

memberikan pengecualian kepada janda cerai mati.21  

Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada kata 

sepakat dari suami dan isteri calon orang tua angkat tersebut. Bagi laki-laki duda 

atau janda cukup sepakat dari yang bersangkutan sendiri. Kesepakatan antara 

pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu 

dituangkan dalam bentuk akta notaris.22 Pihak-pihak harus menghadap sendiri di 

hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dukuasakan untuk itu dengan 

akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya 

sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum 

dalam pengangkatan anak.23 Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris 

merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam staatsblad, selain itu di 

                                                           
18 Agnesia Arista Kusuma, Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan 

Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), Jurnal, (Surakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), halaman. 43   

19 Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak 
20 Pasal 8 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak 
21 Pasal 5 Ayat (3) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak 
22 Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129 Yang Secara Imperatif Menentukan Bahwa 

Pengangkatan Anak Hanya Boleh Dituangkan Dalam Dalam Suatu Bentuk Akta Notaris 

23 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman. 224 
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tentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan 

akta notaris adalah batal demi hukum.24 

Seiring dengan diperlukannya sebuah lembaga mengenai pengangkatan 

anak ini maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak pada dasarnya mengatur bagaimana tata cara pengangkatan anak.25 

Ketentuan pengangkatan anak yang terdapat dalam peraturan tersebut antara lain: 

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia 

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata 

cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.26 Permohonan 

pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan 

untuk mendapatkan penetapan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan 

salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.27 Seseorang dapat 

mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat dua 

tahun. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat 

dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.28 

2. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara 

Asing 

Permohonan pengangkatan anak oleh warga asing yang telah memenuhi 

persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan, 

kemudian pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke 

instansi terkait.29 dalam proses perizinan pengangkatan anak, menteri dibantu oleh 

                                                           
24 Pasal 15 Ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak  
25 Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum, Beberapa Yurisprudensi 

Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Mahkamah 
Agung, 1992), halaman. 546 

26 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

27 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

28 Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

29 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
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tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak diatur dengan peraturan menteri.30 

 Mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya 

peraturan pemerintah ini tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum 

mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam tauran peralihan yang menyebutkan bahwa pada 

saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. 

C. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengangkatan Anak Sesudah 

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

 

Peranan notaris pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota 

masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan 

untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dengan 

demikian, antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus 

memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan 

kepastian hukum.31 Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, membawa konsekunsi hukum atas 

berkurangnya peran notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak. Setelah 

diberlakukannya peraturan pemerintah ini maka pengangkatan anak harus 

dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan.  

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

                                                           
30 Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
31 Dian Pramesti Stia, Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan 

Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta, Tesis (Semarang: Program Studi 
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), halaman. 65 
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dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka sangat diperlukan 

putusan atau penetapan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian 

hukum bagi anak. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut yang 

PHQ\DWDNDQ� EDKZD� ³DQDN� DQJNDW� DGDODK� DQDN� \DQJ� KDNQ\D� GLDOLKNDQ� GDUL�

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, 

ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau 

SHQHWDSDQ�SHQJDGLODQ�´
32 

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan aktif dalam pembuatan 

perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan 

pemerintah tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta 

notaris.33 Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga 

pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan.34 Setelah Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

diberlakukan, terdapat juga upaya menampakan peranan notaris dalam proses 

pengangkatan anak, walaupun peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas 

tetapi dimungkinkan dalam hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang 

mana tetap harus melalui pengesahan pengadilan.35 

Upaya menampakkan peranan notaris setelah berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 

antara lain tersirat peran notaris dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, 

dimana notaris dimungkinkan berperan dalam memberikan bimbingan terhadap 

pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak 

yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar 

masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, 

mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata 

                                                           
32 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
33 Pasal 10 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak 

34 Pasal 6 Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak 
35 Pasal 13 Huruf I, J Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
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cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai 

perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum 

tersebut.36 

Adanya aturan yang baru mengenai pengangkatan anak ini tentunya 

sebagai bentuk perhatian negara terhadap nasib dan hak-hak anak angkat, 

dikeluarkannya aturan mengenai pengangkatan anak dimaksudkan sebagai bentuk 

perlindungan hukum dan juga kepastian hukum terhadap pelaksanaan 

pengangkatan anak itu sendiri. Dalam ketentuan peralihan dari aturan pelaksanaan 

pengakatan anak ini juga diatur mengenai kedudukan akta-akta adopsi yang 

dikeluarkan sebelum berlakunya aturan ini, sehingga terjawablah fungsi teori 

kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu untuk melindungi hak-hak anak 

angkat terkait kekuatan hukum akta adopsi yang dibuat dihadapan notaris sesudah 

berlakunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, 

sehingga dalam hal ini kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat 

diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan anak. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan aturan 

hukum positif (hukum negara yang mengatur tentang pengangkatan anak) 

terhadap anak angkat dan juga orang tua yang mengangkatnya adalah diakui 

keberadaannya serta dijamin dan dilindung semua hak-hak yang melekat pada 

proses pengangkatan anak tersebut, sedangkan akibat hukum yang terjadi 

terhadap pengangkatan anak yang dalam hal tidak sesuai aturan hukum positif 

maka terhadap pengangkatan anak yang terjadi tersebut dapat dimintakan 

pembatalan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. 

Seorang anak yang diangkat oleh seseorang yang mana dalam proses 

pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan maka anak 

                                                           
36 Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
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tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara hukum, dikarenakan 

pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak sah menurut negara. 

2. Kekuatan hukum mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adalah sah dan akta tersebut tetap berlaku 

serta tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang 

sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam aturan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya 

peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. 

3. Peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu notaris dapat berperan dalam 

memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui 

penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan 

pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para 

pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi 

dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan 

anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum 

yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut. 

B. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah sebagai regulator mengeluarkan undang-undang 

khusus mengenai pengangkatan anak, agar terjadi unifikasi hukum khususnya 

mengenai pengangkatan anak, karena nyatanya selama ini terlalu banyak 

aturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak sehingga menimbulkan 

akibat hukum yang berbeda serta kebingungan dikalangan masyarakat.  

2. Sebaiknya pemerintah membuat lembaga khusus terhadap pengawasan 

terhadap akta pengangkatan anak baik sebelum dan sesudah berlakunya 

peraturan pemerintah tentang pengangkatan anak, agar hak-hak anak yang 

tertuang dalm akta pengangkatan anak dapat terpenuhi selama dalam masa 
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pengasuhan oleh orang tua angkatnya, karena pada kenyataannya banyak 

anak angkat yang masih terbengkalai haknya dalam pelaksanaan 

pengangkatan anak saat ini. 

3. Sebaiknya peran notaris tetap di manfaatkan dalam pelaksanaan 

pengangkatan anak, bukan hanya sebatas memberikan penyuluhan saja, 

namun juga bisa dimanfaatkan dalam aspek lain, seperti pengawasan 

pelaksanaan pengangkatan anak. 
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